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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999), Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menerapkan pemerintahan dilaksanakan 

atas asas desentralisasi. Undang-Undang ini memberikan otonomi kepada daerah 

untuk menggali dan memaksimalkan potensi lokal yang ada serta meningkatkan 

kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. 

Dengan adanya pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah 

untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri 

menjadikan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sangat diperlukan. Hal ini 

dilakukan untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan. 

Selain itu, keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung 

jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem 

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 

dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Maka dari itu perlu 

dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah. 

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. 

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik 
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dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang 

publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis 

(Mardiasmo, 2004). 

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai 

rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan PAD (Halim, 

2012). 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti 

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan untuk rasio keserasian 

menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya 

pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal (Halim, 2012). 

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah 

Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

(Mardiasmo, 2013). Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2013). 

Penelitian oleh Assidiqi (2014) menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

pendapatan daerah Kabupaten Klaten dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah 

pemerintah Kabupaten Klaten selama Tahun 2008-2012, secara umum mengalami 
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peningkatan kinerja keuangan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata 

pertumbuhan yang positif. Sedangkan penelitian oleh Lazyra (2016) menunjukkan 

kinerja pemerintah daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan 

daerah mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan 

yang cenderung negatif. 

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera 

yang memiliki banyak potensi alam, sektor wisata, maupun potensi dari sektor-

sektor lainnya dari berbagai kota dan kabupaten yang ada. Perekonomian 

Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun 

belakangan. Hal tersebut didorong dengan meningkatnya pendapatan masyarakat 

pasca perbaikan harga komoditas, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah 

serta investasi yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat. 

Peningkatan perekonomian tersebut juga ditunjang oleh sektor pariwisata 

yang saat ini menjadi salah satu sektor vital bagi Provinsi Sumatera Barat, terlebih 

lagi Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih kemenangan dalam ajang World 

Halal Tourism Award 2016 yang diselenggarakan di Abu Dhabi. Pada tahun 

2018, Sumatera Barat meraih Penghargaan Platinum Provinsi Terbaik kategori 

Investasi dan Platinum Provinsi Potensial kategori Pariwisata dalam ajang 

Indonesia Attractiveness Award 2018 yang digelar oleh Tempo Media Group 

yang bekerjasama dengan Frontier Consulting Group yang merupakan sebuah 

riset yang melibatkan investor dan publik untuk memperoleh data mengenai daya 

di tarik sektor investasi, infrastruktur, layanan publik dan pariwisata untuk tingkat 

kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan adanya 

potensi besar terhadap Sumatera Barat untuk mendapatkan pemasukan serta 
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menunjukkan kinerja terhadap pemasukan tersebut. Prestasi yang diraih oleh 

Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peranan kota Padang dan Kota 

Bukittinggi yang merupakan kota wisata dan kuliner terbaik di Provinsi Sumatera 

Barat. 

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada 

tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai 6,09% dan laju 

pertumbuhan Kota Bukitinggi sebesar 6,03%. Demi meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi, Kota Padang dan Kota Bukittinggi membangun 

pertumbuhan ekonomi daerahnya melalui sektor apapun terutama sektor 

pariwisata dan jasa. Kedua kota ini juga aktif mendukung perkembangan sektor 

pariwisatanya serta memperbanyak event-event yang ada di kota tersebut. Tidak 

hanya fokus pada sektor pariwisatanya, Kota Padang dan Kota Bukittinggi juga 

mengembangkan subsektor ekonomi kreatif untuk menunjang Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang meningkatkan pendapatan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud  

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Rasio 

Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 

Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

permasalahan dalam hal ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan kota Padang tahun 2014-2017 

berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan? 
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2. Bagaimana kinerja keuangan kota Bukittinggi tahun 2014-2017 

berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara kota Padang dan 

kota Bukittinggi? 

1.3.  Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terbatas pada perbandingan tingkat kemandirian 

keuangan daerah dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran, Efektivitas penerimaan 

PAD, Keserasian Belanja, dan Pertumbuhan PAD antara Kota Padang dan Kota 

Bukittinggi berdasarkan realisasi APBD tahun 2014-2017. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kinerja keuangan kota Padang berdasarkan analisis rasio-

rasio keuangan. 

2. Mengetahui kinerja kota Bukittinggi berdasarkan analisis rasio-rasio 

keuangan. 

3. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan kota Padang dan kota 

Bukittinggi berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan 

dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah. 

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa 
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Diharapkan dengan adanya penelitian ini, akademisi dan mahasiswa 

dapat memahami dan menambah wawasan tentang rasio keuangan 

daerah. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahasa tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas penelitian 

terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, metode pengumpulan dan sumber data, metode pengolahan dan 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan 

perbandingan kinerja keuangan daerah kota Padang dan kota Bukittinggi yang 

ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio 

pertumbuhan PAD. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis 

data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang 

direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan 

penelitian ini. 


